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PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat
(3) dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun
2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, perlu merumuskan rincian tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 155);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M
Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan
Pertanahan Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam suratnya
Nomor B/1195/M.PANRB/ 3/2014 tanggal 18 Maret
2014;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

(1) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya
dalam Peraturan ini disebut BPN RI adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.

(2) BPN RI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan
kerja sama di bidang pertanahan;

c. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran,
dan pemetaan;

e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah,
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan
dan pengendalian kebijakan pertanahan;

g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah
instansi;
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h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan
penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

i. pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di
bidang pertanahan;

j. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

m.pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan

n. penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPN RI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikoordinasikan oleh menteri koordinator yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan
keamanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

BPN RI terdiri atas:

a. Kepala BPN RI;

b. Sekretariat Utama;

c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, yang selanjutnya
disebut Deputi I;

d. Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan
Masyarakat, yang selanjutnya disebut Deputi II;

e. Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, yang
selanjutnya disebut Deputi III;

f. Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang
selanjutnya disebut Deputi IV;

g. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, yang
selanjutnya disebut Deputi V;

h. Inspektorat Utama;

i. Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat;

j. Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan
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Berkelanjutan;

k. Pusat Penelitian dan Pengembangan;

l. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

m.Kantor Wilayah BPN; dan

n. Kantor Pertanahan.

BAB II

KEPALA BPN RI

Pasal 6

(1) Kepala BPN RI adalah pemimpin BPN RI.

(2) Kepala BPN RI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Pasal 7

Kepala BPN RI mempunyai tugas memimpin BPN RI dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.

BAB III

BPN PUSAT

Bagian Kesatu

Sekretariat Utama

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala BPN RI yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPN RI;

b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan
BPN RI;


